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BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR          TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Luwu Timur Nomor 50 Tahu 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan 

dengan perubahan standar harga pakaian dinas beserta 

perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu diubah;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2003  tentang  

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1   

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur 

Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Nomor 106); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 142); 

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Tahun 2022 Nomor 50); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA  

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTARTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 

1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Tahun 2017 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Bupati: 

a. Nomor 44 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 

2021 Nomor 44); dan 

b. Nomor 50 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 

2022 Nomor 50); 

diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, 

ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 
 

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan paling tinggi 2 (dua) pasang 

dalam 1 (satu) tahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan paling tinggi 1 (satu) pasang 

dalam 1 (satu) tahun; 

c. pakaian sipil lengkap disediakan paling tinggi 2 (dua) pasang 

dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan paling tinggi 1 

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;  
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e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan paling tinggi 1 

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 

f. atribut berupa pin emas seberat 5 (lima) gram disediakan 1 

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dihapus. 

(3) Standar Harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar 

harga satuan dan standar biaya masukan Daerah. 

 

2. Lampiran VIII, dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur. 

 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 

BUPATI LUWU TIMUR, 

 

 
 

BUDIMAN 

 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

 
 

BAHRI SULI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 


